
   

 

 

 

 

BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR     46    TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2023 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK, 

 

Menimbang : a. bahwa pengaturan pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Gresik telah 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 

Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Gresik; 

  b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai 

Aparatur Sipil Negara, kepastian pelaksanaan pemberian 

Tambahan Penghasilan Pegawai, serta prosedur 

pemanfaatan aplikasi pengelolaan kinerja, maka 

terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu dilakukan perubahan;  

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat 

dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730);  

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia   

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494);    

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019  

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402);    

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 
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12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);  

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54); 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri 

Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24); 

17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang 

Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 21) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin 

Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2019 Nomor 1); 
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18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2022 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti 

Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2022 Nomor 71); 

19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2023 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 18); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 

2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN GRESIK. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 

18 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 

18), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

 Pasal 9 

(1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada:  

a. ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang 

sah pada bulan berjalan; 

b. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan 

berjalan; 

c. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada 

bulan berjalan; dan 

d. ASN yang tidak mengikuti apel pagi tanpa 

keterangan yang sah pada hari kerja. 

(2) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dihitung dari poin 

penilaian disiplin kerja, berdasarkan data indeks 

kedisiplinan pegawai dari aplikasi presensi pegawai. 
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(3) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d sebesar 2% (dua persen) dari total 

realisasi TPP bulan berjalan.  

 

2. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal 

yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 17A 

Batas waktu pengisian laporan aktivitas harian pada 

aplikasi SI-PANTAS paling lambat 5 (lima) hari 

berikutnya. 

 

3. Ketentuan ayat (4) dalam Pasal 18 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 18 

(1) ASN yang mutasi jabatan diwajibkan membuat target 

kinerja baru terhitung berdasarkan Surat Pernyataan 

Melaksanakan Tugas. 

(2) ASN yang mutasi jabatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), pembayaran TPP jabatan baru dihitung 

berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. 

(3) Perpindahan jabatan bagi ASN yang berasal dari 

Perangkat Daerah yang mengalami penghapusan 

dan/atau peleburan dengan Perangkat Daerah 

lainnya, maka pembayaran TPP mengikuti jabatan 

baru dan/atau Perangkat Daerah yang baru. 

(4) Bagi ASN Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional 

yang pindah masuk ke Daerah diberikan TPP pada 

tahun berikutnya sejak ditetapkan Surat Pernyataan 

Melaksanakan Tugas. 

 

4. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 27 

Pemberian TPP 50% (lima puluh persen) dari yang 

seharusnya diterima, bagi ASN yang tidak melaksanakan 

kewajiban dan/atau karena terbukti melakukan 

tindakan merugikan negara atau daerah, diantaranya: 

a. tidak membuat Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan 

Korupsi sampai dengan batas waktu yang telah 

ditetapkan;   
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b. menerima Gratifikasi yang termasuk tindakan Suap 

atau Hadiah berupa harta benda; 

c. melakukan tindakan menjaminkan, menggadaikan, 

memindahtangankan, menyewakan, menjual, untuk 

kepentingan pribadi atau golongan terhadap Barang 

Milik Daerah; 

d. dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, 

merusakkan, menghilangkan atau membuat barang 

tidak dapat dipakai; dan 

e. tidak memenuhi Tuntutan Perbendaharaan dan 

Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) bagi 

bendahara/pengurus barang/pegawai yang 

mengakibatkan kerugian Daerah sesuai dengan 

batas waktu yang telah ditetapkan. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal 6 September 2023 
 

   BUPATI GRESIK, 

 

     Ttd. 

   

FANDI AKHMAD YANI 

 

Diundangkan di Gresik 

pada tanggal 6 September 2023 
 

      SEKRETARIS DAERAH 

       KABUPATEN GRESIK, 

 

                     Ttd. 

                      

Ir. ACHMAD WASHIL M. R., M.T.  

      Pembina Utama Muda 

  NIP. 19661027 199803 1 001 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 46 


